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BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1., TAHUN 2AI4

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan

tugas Sekretariat baerah Kabupaten Barito Selatan sehingga

beidayaguna dan berhasilguna serta sebagai tindak lanjut
Bagian kesatu Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 1 Tahun 2OI3 tentang organisasi dan Tata Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka perlu

aitinaan.n3rti dengan Penjabaran Tugas dan Fungsi pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan'

Undang-undang Nomor 27 TakI]Urn 1959 tentang PembentrFT
Daerah- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor l82O\;
undang-undang Nomor 8 Tahun L97 4 tentang Pokok-Pokok
Kepega:waian ( iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

rvohor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

undan[-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepega:waian i Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
lggg Nomor 

'169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Noiror 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286\ ;

4. Undang-Uttd..tg Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);
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5. Undang-und.ang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan

Daerah- (Lemblran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Unding-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan

Kedua Atas Uidang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang

Pemerintahan paerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aSaal;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan

Keuangan Antaia Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1gg4 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 35a7);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan

peraturan pen]ndang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a\;
g. peiaturan Pemerintah Nomor 10O Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

lt emUaian Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2oo2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 1OO Tahun 20oo tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
In-donesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor al9al;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelen ggaraarr Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737\;

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7a\;

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah yarrg menjadi Kewenangan Kabupaten
Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2OO8 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1 ).
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2ao7 tentang

Petunjuk Teknis Penataan organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
pembentukan produk hukuni Daerah ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2At4 Nomor 32 )'

ilIEMUTUSI(AN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN'

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito selatan.

2. Pemeri.ntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusa'n pemerintahan oleh

pemerintah Daerah dan Dewan PLrwakilan Rakyat Daerah menurut aza

otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn

sistem dan prinsip Negara Kesatuan [epublik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang-urrarog Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

3. pemerintah Daerah adalah t<epafi Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati

serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelen Sgar a Pemerintahan Daerah'

4. Bupati adatrah Bupati Barito Selatan'
5. Sekretariat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat setda adalah sekretariat

Daerah KabuPaten Barito Selatan'
6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan'

BAB II
SUSUNAN ORGANISAST

Pasal 2

susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan membawahi dan mengkoordinasikan :

1. Bagian Pemerintahan membawahi dan mengkoordinasikan:
t.a.subBagianOtonomiDaerahdanPertanahan;
1.b. Sub ealian Adrninistrasi Pemerintahan Umum dan KerjasEuna;

L.c. Sub nagian Pernerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan

2. Bagiar- Hukum, membawahi dan mengkoordinasikan:
Z.a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
2.b. Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM
2.c. Sub B"agian Sistem Jaringan, Dokumentasi dan Informasi (SJDI)

Hukum.
3. Bagian organisasi, membawahi dan mengkoordinasikan:

g.a.subBagianKelembagaandanAnalisisJabatan;
3.b. sub g"giuIl Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja;
S.c. Sub Bafian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian Setda'

c- Asisten Pere-konomian, 
-pembangunan dan Kesra membawahi dan

mengkoordinasikan :

1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mernbawahi dan

mengkoordinasikan :

1.a. Sub Bagian Ekonomi Keralgratan;
1.b. Sub Bagian SDA dan Lingkungan;
1.c. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian'
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d.

2 . B agpan Administrasi Pembangunan rnembawahi dan mengkoordinasikan :

2.a. Sub Bagian Pen5rusunan Program Setda;
2.b. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan;
2.c. Sub Bagian Teknologi Informasi dan Layanan Elektronik.

3. Bagian Administrasi Kesejahteraarl Rakyat membawahi dan
mengkoordinasikan :

3.a. Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
3.b. Sub Bagian Kesejahteraan;
3.c. Sub Bagian Kemasyarakatan

Asisten Administrasi Umum membawahi dan mengkoordinasikan :

1. Bagian Humas dan Protokol membawahi dan mengkoordinasikan :

1.a. Sub Bagian Publikasi;
1.b. Sub Bagian Dokumentasi ;

1.c. Sub Bagian Keprotokolan;
2. Bagian Perlengkapan membawahi dan mengkoordinasikan :

2.a. Sub Bagian Perencanaan Barang Milik Daerah
2.b. Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.c. Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah.

3. Bagian Keuangan membawahi dan mengkoordinasikan :

3.a. Sub Bagian Anggaran
3.b. Sub Bagian Perbendaharaar:
3.c. Sub Bagian Pelaporan.

4. Bagian Umum membawahi dan mengkoordinasikan :

4.a. Sub Bagian Tata Usaha dan Santelda
4.b. Sub Bagian Rumah Tangga;
4.c. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS FOKOK DAN FUNGSI

Bagran Kesatu
SEKR TARIS DAERATI

Pasal 3

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito
Selatan dalam membantu Bupati men5rusun kebijakan pemerintah daerah dan
mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan'

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Pembuatan dan pelaksanaan perencanaan strategis pada unit Sekretariat
Daerah;

b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan Pemerintah
Daeratr;

c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas
dan Lembaga Teknis Daerah

d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan,
organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, rrmltm, perlengkapan,
hukum, humas dan protokol;

e.

(1)

(21
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e. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi tugas-tugas Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah.

f. Pengkoordinasian Pelaksanakan fungsi pemerintahan urnum lainnya yang
tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis

g. Pengkoordinasian tugas Staf Ahli Bupati
h. Pelaksanaan trrgas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya
Bagian Kedua

ASISTEIT PEilIERIIITAIIAIT

Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan
yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan sebagian tugas Sekretariat
Daerah dalam rangka perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah dan
koordinasi urusan pemerintahan yallg meliputi bidang Pemerintahan, bidang
Hukum dan bidang Organisasi.

(2lDalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten
Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian perlrusunan perencanaan strategis di
pemerintahan, hukum, organisasi dan tatalaksana

bidang

b. Pengkoordinasian pen5rusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
pemerintahan, hukum, organisasi dan tatalaksana

c. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring dalarn penyelenggaraan
urusan pemerintahan dibidang Administrasi Pemerintahan, Hukum,
Organisasi dan Tatalaksana;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas fungsinya.

(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Asisten
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungiawab
kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1) Asisten Pemerintahan, membawahi dan mengkoordinasikan :

a. Bagian Pemerintahan.
b. Bagian Hukum
c. Bagian Organisasi.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang datram melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungj awab kepada Asisten.

Paragraf 1

BAGIAN PEMERIITTAHAN

Pasal 6

(U Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Asisten
Pemerintahan dalam pengkoordinasian dan pen5rusunan kebijakan dan
petunjuk tekrtis penyelenggaraan bidang pemerintahan umum dan kerjasama,
otonomi daerah dan pertanahan, pembinaan pemerintahan desa, kelurahan dan
kecamatan.
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(2) Dalam melaksankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (21' Bagian
, 

Pernerintahan menyelenggarakan fungsi i

a. Perencanaan pen]rusunan program dan kegiatan E"stttt Pemerintahan

berdasarkan Rencana strategis sekretariat iaerah dan pencapaian sPM

bidang pemerintahan dalam negeri'
b. penyiapan bahan p.*y""rrr"i. kebijakan pemerintahan daerah bidang

pemerintahan ,*rrn a., kerjasa.ma, otonomi daerah dan pertanahan'

pembinaanpemerintahandesa,kelurahandankecamatan.
c. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan

umum dan kedasama, 
-- 

otonomi daerah dan pertanahan' pembinaan

pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan'

d. pembinaan a* p".rg""a"ii"" prograln dan kegiatan Bagian Pemerintahan'

e. Pelaksanaan fungsi pemerintahan lainnya yang tidak.tercakup dalam tugas

d.inas aa-n iembafa tet<nis lainnya di bidang pemerintahan

f. pelaksanaan tugas lain *"* iiU".it utt ot.f, ata=an sesuai dengan bidang

tugasnYa.

Pasal 7

(1}BagianPemerintahanmembawahidanmengkoordinasikan:

a. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan
b. sub Bagian Administrasi Pemerintahan Urnum dan Kerjasama;

c.SubBagianPemerintahanDesa,KelurahandanKecamatan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian, yang dal; mehksan ak,,i- tugasnya berada dibawah dan

bertanggungfawab kepada Kepala Bagian'

Paragraf 1.1

Sub. Bagian Otonomi Daerah dan Pertanal:.an

Pasal 8

{1) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan mempunyai tugas pokok

pengumpulanbahanperumusankebdakanpemerinta}randaerah,koordinasi
dan pelaksanaan penyelen ggataar- urulan otonomi Daerah dan Pertanahan

pembentukan daerah,-fasiliEsi DPOD, lzin l,okasi, Pembukaan Lahan, Sengketa

tanah g*"pu.rr, masalah ganti kerugian dan santrrnan untuk pembangunan

serta PenetaPan ulaYat.

(2) Daram melaksanakan tugas pokok seba,gaimana dimaksud pada ayat (1) Sub

Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan pen]rusunan program dan kegiatan Sub Bagian Otonomi

Daerah dan Pertanahan'
b. Penyiapan bahan p"rryo"rrrrn kebijakan dan koordinasi pemerintahan

daeiah urusan otonomi Daerah dan Pertanahan.

c. pengkoordinasian dal; p".tylrprtt -be* pelaksanaan kegiatan pada sub

eagian Otonomi Daerah dan Pertanahan'
d. Pelaksanaan kegiatan urusan otonomi Daerah dan Pertanahan'

e. pelaksanaan tufas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tupoksinya
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(1)

Paragral L.2
Sub Bagian Administrasi Pernerintahan Umum dan Kerjasama

Pasal 9

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Kerjasama mempuyai tugas
pokok pengumpulan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah,
pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum
dan kerjasama yang meliputi bidang tugas pembantuan, ketentraman dan
ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, kependudukan,
perbatasan, toponimi, nomenklatur administrasi pemerintahan, LPPD dan
kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Sub
Bagian Pemerintahan umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan pen)rusllnan program dan kegiatan Sub Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum dan Kerjasama

b. Penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan dan koordinasi pemerintahan
daerah di bidang Pemerintahan Umum dan urusan Kerjasa$ra.

c. Pengkoordinasian dan pembinaan dalam penyiapan bahan pelaksanaan
kegiatan pada urusan Administrasi Pemerintahan Umum dan Kerjasama.

d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagran Administrasi Pemerintahan Umum dan
Kerjasama

e. Pelaksarraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 1.3
Sub Bagian Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 10

(1) Sub Bagian Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan mempuyai tugas
pokok mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah,
mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, kecamatan dan
kelurahan meliputi penataan organisasi dan aparatur pemerintah desa,
penataan kewenangan desa, kecamatan dan kelurahan.

(2) Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub
Bagian Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan menyelenggarakan
fungsi :

a. Perencanaan penJrusunan program dan kegiatan Sub Bagian Pemerintahan
Desa, Kecamatan dan Kelurahan

b. Penyiapan bahan penJrusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
penataan organisasi dan aparatur pemerintah desa, penataan kewenangan
desa, kecamatan dan kelurahan

c. Pengkoordinasian dan Pembinaan dalam penyiapan bahan pelaksanaan
kegiatan pada bidang Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kelurahan

d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pemerintahan Desa, Kecamatan dan
Kelurahan.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(2)
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Paragraf 2
BAGIAN HUKUItr

Pasal 11

(1) Bagian Hukum mempullyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan
' ' 

dai-am penyiapan d.an- p"ro**"lr.n kebijakan di bidang produk hukum daerah,

advokaii hukum dan Hak azasi rnanusia, sistem jaringan, dokumentasi dan

informasi {S\IDI) hukum, serta pengkajian dan analisa hukurn.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan pen3rusllnan program dan kegiatan Bagian Hukum
berdasarkan Rencana strategis sekretariat Daerah.

b. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan produk hukum
daerah.

c. pelaksanaan pemberian advokasi hukum dan hak azasi manusia dan sistem
jaringan, dokumentasi dan informasi (SJDI) hukum

d. Pengkajian dan analisa hukum.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnYa 
Pasal 12

(1) Bagian Hukum membawahi dan rnengkoordinasikan :

a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
b. Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM
c. Sub Bagian Sistem Jaringan, Dokumentasi dan Informasi ($JDI) Hukum.

(2) Sub Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala

Sub B"gi.n, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggungiawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2.L
Sub Bagian Produk Hukum Daerah

Pasal 13

(1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bagian Hukum dalam pelaksanaan penyiapan bahan dan
koorJinasi $rumusan produk hukum daerah, penelaalr"an dan evaluasi produk
hukum daerah.

(2) Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagaima.na dinaaksud pada ayat (l),Sub
Bagian Produk Hukum Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan penJrusunan program dan kegiatan sub Bagian
b. pelaksanaan Penyiapan bahan dan koordinasi perumusan Produk Hukum

Daerah.
c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan

sub bagian.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

fungsinya.

progr€un dan kegiatan dan

atasan sesuai tugas dan
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Paragraf 2.2
Sub Bagian Advokasi dan HAM

Pasal 14

Sub Bagian Advokasi dan HAM mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian tugas Bagian Hukum dalam 
-pelaksanain 

dan penelaahan serta
evaluasi penyelesaian sengketa huku*, p"lryanan advokasi hukum, hak azasimanusia dan penSruluhan hukum.

Dalam melaksanlkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SubBagian Advokasi dan HAM menyelenggrru.k .., fungsi :

a. Perencanaan pen]rusunan program dan kegiatan sub Bagian
b' Pelaksanaan dan pe.telaahan serta evatruisi penyelesaian sengketa hukum,

advokasi hukum, haJ< azasi manusia dan penlruluhan hukum.
c' Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub

bagian.
d' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

sub Bagian sistem Jaringan, ;ffifl:lA:i dan rnrormasi (sJDq Hukum

Pasal 15

(1) Sub Bagian Sistem Jaringan, Dokurnentasi dan Informasi (SJDI) Hukummempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian'Hukum dalamperencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian teknis operasional penyiapanbahan penJrusunan kebijakan_ dan pengkoordinasian Sistem 
'Jaingan,

Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Uukum.-

(2) Dalam melaksanakan tugas pgkgk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sgbBagian Sistem Jaringan, Dokum.r.a"i dan Informasi- (s;rjl) 'Hukum
menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan pen]rusunan program dan kegiatan sub Bagian
b' Penyiapan lahan p"tt1ru*.rrr.r, kebijakan pemerintahan daerah dalampengelolaan Sistem Jaringan, Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum.c' Pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada SubBagian Sistem Jaringan, Dokumentasi dan-Informasi (sJDi) Hukum.d' Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan sub Bagian sistem Jaringan,Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum
e' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya

Paragraf 3
BAGIAil ORGANISASI

Pasal 16

(1) ?-"9'* organisasi mempunyai tugas pokok mernbantu Asisten pemerintahan
dalarn pen]rusunan kebijakan a"" petunjuk teknis serta koordinasipenyelenggaraan b,idang Organisasi Perangkat 

-Daerah 
Kabupaten Barito Selatandan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

{2) Dalam rnelaksanakan trrgas p"-k"k sebagaimana dimaksud, pada ayat {1),Bagian Organisasi menyelenggaiakan fungsi-:

(1)

(2)
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a. Perencanaan pen5rusunan program dan kegiatan Bagian Organisasi.
b. Penyiapan bahan pen1rusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang

Organisasi.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Organisasi.
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bagian Organisasi.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesrrai dengan bidang

tugasnya.
Pasal 17

(1) Bagian Organisasi membawahi dan mengkoordinasikan :

a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b. Sub Bagian Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja
c. sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian setda.

(2) Sub Bagran sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 3.1
Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Pasal 18

(1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi d.alam perencanaan,
pelaksanaan dan pengkoordinasian teknis operasional penyiapan bahan
pen]rusunan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (L), Sub
Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan penJrusunan program dan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan
dan Analisis Jabatan.

b. Penyiapan bahan penzusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

c. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis
Jabatan.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 3.2
Sub Bagian Tatalakana dan Akuntabilitas Kinerja

Pasal 19

Sub Bagian Tatalakana dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas pokok
melaksanakan ssfongran tugas Bagian Organisasi dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan
penJrusunan kebijakan dan pengoordinasian Sub Bagian Tatalakana dan
Akuntabilitas Kinerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Tatalakana dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi :' 

.

a. Perencanaata pen3rusunan prograrn dan kegiatan Sub Bagian Tatalaksana
dan Akuntabilitas Kinerja.

(1)

(2)
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(1)

b. Penyiapan bahan pen1rusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja.

c. Pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bagian Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja.

d- Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan SuU Bagian Tatalaksana dan
Akuntabilitas Kinerja

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 3.3
sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian Setda

Pasal 2O

Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian Setda mempunyai
tugas pokok melaksanakan Pendayagunaan Aparatur, menJrusun rencana
kebutuhan pegawai, usul mutasi dan kenaikan pangkat, penyiapan diklat,
kenaikan gaji berkala, cuti dan daftar urut kepangkatatt,- melaporkan danmengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub. Bagian serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana d,imaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Tatalakana dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi : "

a. PenSrusunan rencana program dan kegiatan sub. Bagian;
b. Pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pela--ksanaan pendayagunaan

aparatur;
c. Pelaksanaan, pemantauan, pengendalian pelaksanaan program kerja sub.

Bagian pendayagunaan aparatur dan kepegawaian "."r"i d.rrg"., p"dorrr"r,
, program kerja tahunan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkLn;

d. Pelaksanaan koordinasi dengan kepala Sub. Bagian lain pada bagian
organisasi dan instansi lain terkait pelaksana..r t.giatan pen5rusunan
Analisis jabatan;

e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pen]rusunan petunjuk
pembinaan pendayagunaan Aparatur Negara;

f. Pelaksanaan pen5rusunarl, pengelolaan data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan
administrasi kepegawaian;

g. Pelaksanaan Program dan kegiatan serta membuat laporan Sub Bagian
Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian Setda.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Ketiga
AsrsrEN PEREKONOMTAN, PEMBAIlctrilArt DAII KESRA

Pasal 21

(1) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra adalah Asisten Sekretariat
Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Ralryat yang
mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan sebagian tugas sekretariai aaerafr
dalam rangka perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan koordinasiurusan pemerintahan yang rneliputi bidang perekonomian, bidang
pembangunan dan bidang kesej ahteraan ralqrat.

(2)
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(2) daLarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten
Perekonomian, Pembangunan dan Kesra menyelenggarak.r, n-rrg*i :

a. Pengkoordinasian pen5rusunan perencanaan strategis di bidang
PerekonoTi*, Pembangunan dan Kesej ahte raara Masyarakat.

b. Pengkoordinasian pen5rusunan kebijakan pemerintahan daerah di
Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraat Ralryat

c. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring ialam penyelenggaraan
urusan pemerintahan dibidang Perekonomian, Pembangr-rnan dan
Kesejahteraan Rakyat;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
fungsinya.

(3) Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Asistenyang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggrfngfawab
kepada Sekretaris Daerah.

(1)Asisten Perekonomian,
mengkoordinasikan :

Pasal22

Pembangunan dan Kesra membawahi dan

(1)

a. Bagian Administrasi perekonomian dan sumber Daya Alam
b. Bagian Administrasi pembangunan
c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

(2) Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang KepalaBagian yang dalam melaksanakan tugasrqra berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Asisten.

Paragraf 1

BAGIAil ADffiINISTRASI PEREKOilOMIAil DA$ SUMBER DAYA ALAIYI

Pasal 23

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
pokok rnembantu Asisten Perekonomian, Pernbangunan dan Kesra dalam
menJrusun keb{jakan dan petunjuk teknis serta koordinasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam [a.rrg".trLlang lingkup meliputi bidang koperasi dan UKM, p"rra.r.*u,., -od4,perindustrian dan perdagangan, badan usaha daerah, p"it^rtirrr, peternakan,
perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingklngan hidup, kelautan
dan perikanan).

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

P"St"l Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyeleng[arak#
Iungsl :

a. Perencanaan penJrusunan program dan kegiatan administrasi perekonomian
berdasarkan perencanaan strategis sekretariat Daerah.

b. Penyiapan bahan penJrusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang
perekonomian dan sumber daya alam.

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang
perekonomian dan sumber daya alam.

d- Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bagian Administrasi
Perekonomian

(2)
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 24

(1) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi dan
mengkoordinasikan :

a. Sub Bagian Ekonomi Kerakyatan;
b. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian.
c. Sub Bagian SDA dan lingkungan

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Ba gian

Paragraf 1.1
Sub Bagian Ekonomi Keralqyatan

Pasal 25

(1) Sub Bagian Ekonomi Keralqratan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagi2n tugas Bagian Perekonomian dalam merenca.nakan, melaksanakan d.an
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan pen1rusunan kebijakan
dan pengkoordinasian bidang ekonomi keralgratan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Ekonomi Kerakyatan menyelenggarakan fungsi :

a' Perencanaan pen5rusunan program dan kegiatan Sub Bagial Ekonomi
Keralgratan berdasarkan perencanaan strategis sekretariat daerah.

b. Penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
ekonomi keralryatan.

c. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bagian Ekonomi Keralqratan.

d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Sub Bagian Bkonomi Kerak5ratan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.
Paragraf L.2

Sub Bagian Pengembangan Perekonomian

Pasal 26
(1) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan
penJrusunan kebijakan dan pengoordinasian bidang Pengembangan
Perekonomian.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Ba gran Pengembangan Perekonomian, menyelenggarakan fungsi :

a- Perencanaan pen5rusunan program dan kegiatan Sub Bagian Pengembangan
Perekonomian berdasarkan perencanaan strategis Sekretariat Daerah.

b. Penyiapan bahan pen]rusuna.n kebijakan pemerintahan daerah dan
koordinasi dibidang Pengembangafl perekonomian

c. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Pengembangan Perekonomian.
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d. Pelaksanaat'L kegiatan dan pelaporan Sub Bagran Pengembangzrn
Perekonomian

Paragraf 1.3
Sub Bagian SDA dan Lingkungall

Pasal2T

(1) Sub Bagian SDA dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bagian Perekonomian dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan pen1rusunan kebijakan
dan pengkoordinasian bidang SDA dan Lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian SDA dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a. Perencarlaata penJrusunan program dan kegiatan Sub Bagian SDA dan
Lingkungan berdasarkan perencanaan strategis Sekre tariat Daerah.

b. Penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan pemerintahan daerah dan
koordinasi di bidang SDA dan Lingkungan.

c. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bagian SDA dan Lingkungan.

d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Sub Bagian SDA dan Lingkungan

Paragraf 2
BAGIA}I ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Pasal 28

(1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Asisten
Perekonomian, Pembangunan dan Kesra dalam pen5rusunan kebijakan dan
petunjuk teknis serta koordinasi penyelenggaraall bidang pembangunan
dengan ruang lingkup meliputi bidang perencanaan pembangunan, penelitian
dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan rllntrm, budaya dan
pariwisata dan Pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaa.n pen5rusunan program dan kegiatan pembangunan berdasarkan
perencanaan strategis Sekretariat Daerah.

b. Penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang
administrasi pembangunan

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas urusan pemerintahal di bidang
pembangunan.

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bagian administrasi
pembangunan' 

Pasal 2g

(1) Bagian Pembangunan membawahi dan mengkoordinasikan :

a. Sub Bagian Pen3rusunan Program Setda;
b. Sub Bagian Perrgendalian dan Pelaporan Pembangtlnan
c- Sub Bagian Teknologi Informasi dan Layanan Elektronik.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Bagian.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 2.1
Sub Bagian Penyusunan Program Setda

Pasal 3O

Sub Bagian Pen5rusunan Program Setda rnempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bagian Pernbangunan dalam rnerencanakan, rnelaksanakan dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan
dan pengkoordinasian penJrusunan perencanaan strategls, pe.encarraan kiirerja,
perencanaan kerja, evaluasi program dan kegiatan lingkup sekretariat daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Sub
Bagian Pen5rusunan Program setda menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian pen5rusunan
Program Sekretariat Daerah.

b. Penyiapan bahan pen5rusunan Perencanaan Strategis, Perencanan Kerja,
Perencanaan Kinerj a dan Evaluasi kogr am / Kegiatan Sekretariat Daerah.

c. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bagran sub Bagian Pen5rusunan program sekretariat Daerah

d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Sub Bagian Pen5rusunan program
setda.

Paragraf 2.2
Sub Bagian Pengendalian dan pelaporan pembangunan

Pasal 31

Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan d.atram merencanakarr,
melaksanakan dan rnengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan
pen)rusunan kebijakan dan pengkoordinasian Pengendalian dan Pelaporan
Pembangunan.

Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan pen3rusunan program dan kegiatan Sub Bagian Sub Blgian

Pengendalian dan Pelaporan berdasarkan perencanaa.n strategis Sekretariat
Daerah.

b. Penyiapan bahan per{rusunan kebijakan pemerintahan daerah dan
koordinasi dalam rangka pengendalian dan pelaporan pembangunan.

c. Pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bagian Pengendalian dan Pelaporan.

d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Sub Bagian Sub Bagian pengendalian
dan Pelaporan

Paragraf 2.3
sub Bagian Teknologi Informatika dan Layanan Erektronik

Pasal 32

Sub Bagian Teknologi Informatika dan Layanan Elektronik mempunyai tugaspokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional
penyiapan bahan pen]rusunan kebijakan dan pengkoordinasian Bidang
Teknologi Informatika dan Layanan Elektronik

(1)
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{2) Dalam melaksanakan tugas^_pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SubBagian Teknologi Informatika dan Layanan Elektronik menyelenggarakan
fungsi :

a' Perencanaan penjrusunan program dan kegiatan Sub Bagian Teknotogi
Informatika dan Layanan Elektronik.

b. Pengkoordinasian penJrusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
Teknologi Informatika dan l,ayanan Elektronik.

c' Pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegi atan pada SubBagian Teknologi Informatika dan Layanan Elektronik.
d' Pelaksanaan kegiatan dan pelaporara Sub Bagian Teknologi Informatika danLayanan Elektronik

Paragraf 3
BAGIAN ADMINISTRASI KESE.IAHTERAAN RAKYAT

Pasal 33
(1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantuAsisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra dalam *eryu"un kebijakan

dan petunjuk teknis serta koordinasi penyelenggaraan bidang Kesejahieraan
Ralryat dan Kemasyarakatan denga, .uahg ingkup meliputi bidang p.-rrdidik rr,Agarna, kesehatan, sosial budaya, tenaga kefia,-trans-migrasi, pEmberdayaan
perempuan, keluarga berencana, kesatuan bangsa aan potitik, ^ 

pemuda dan
olah raga, dan pemberdayaan masyarakat;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Adminitrasi Kesejahteraan Ralryat menyelen ggarakan fungsi :

a. Perencanaan pen)rusunan program dan kegiatan Bagian Administrasi
Kesejahteraan Ra$rat berdasarkan perencanaan strategis Sekretariat Daerah.

b- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang
administrasi kesejahteraan ralryat

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas urusan pemerintalran di bidang
ke sej ah te r aar-L rakyat

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 34

Kesejahteraan Ralryat membawahi dan

a. Sub Bagian Agama dan pendidikan
b. Sub Bagian Kesejahteraan
c. Sub Bagian Kemasyarakatan

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) di atas, dipirnpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 3.1
Sub Bagian Agama dan pendidikan

Pasal 35

(1) Sub Bagian Agama dan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian tugas Bagian Kesejahteraan Ralqrat - daLm merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis Jperasional penyiapan bahan
penJrusunan kebijakan dan pengkoordinasian bidang agarna aan pe"aidikan.

(1) Bagian Administrasi
mengkoordinasikan :
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(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Agama dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. PerencErnaan pen5rusunan program dan kegiatan Sub Bagian Agama da1
Pendidikan berdasarkan perencanaan strategis Sekretariat Daerah.

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dan
koordinasi bidang agarna dan pendidikan.

c. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bagian Agama dan Pendidikan.

d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Sub Bagian Agama dan Pendidikan.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3.2
Sub Bagian Kesejahteraan

Pasal 36

(1) Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bagian Kesejahteraan Ralryat dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan
dan pengoordinasian bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagran Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Kesejahteraan
berdasarkan perencanaan strategis Sekretariat Daerah.

b. Penyiapan bahan penJrusunan kebijakan pemerintahan daerah dan
koordinasi bidang Kesejahteraan.

c. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pad.a Sub
Bagian Kesejahteraan.

d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan sub Bagian Kesejahteraan.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3.3
Sub Bagian Kemasyarakatan

Pasal 37

Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bagran Kesejahteraan Ralqrat dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan pen3rusunan kebijakan
dan pengkoordinasian bidang kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan olah
raga, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (11, Sub
Bagian Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

a' Perencanaan pen5rusunan program dan kegiatan Sub Bagian Kemasyarakatan
berdasarkan peren car'aar: strategis Sekretariat Daerah.

b. Penyiapan bahan perr5rusunan kebijakan pemerintahan daerah dan
koordinasi bidang kesatuan bangsa dan politik, pemuda dal olah raga, dan
pemberdayaan masyarakat.

c. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bagian Kemasyarakatan.

(1)

{2)
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d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Sub Bagian Kemasyarakatan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh alasan

Bagian Keempat
ASISTEN ADMIIIISTRASI TIMUM

Pasal 38

(1) Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretariat Daerah yang
mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan sebagian tugas sekretariat daerah
dalam rangka pefl.rmusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemberian
bimbingan dan pengendalian urusa.n pemerintahan yang meliputi bidang
Keuangan, Perlengkapan, Humas dan protokol serta umurn.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Asisten Administrasi Umum
mempunyai fungsi :

a- Perumusan kebijak€rn pemerintahan daerah bidang Keuangan, Perlengkapan,
Humas dan Protokol serta Umum;

b. Pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian
bidang Keuangan, Perlengkapan, Hur,nas dan Protokol serta Umurn; -

c. Pembinaan penyelenggaraan administrasi bidang Keuangan, Perlengkapan,
Humas dan Protokol serta Umum;

d. Pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang Keuangan,
Perlengkapan, Humas dan Protokol serta Urnum;

(3) Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Asisten
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Daerah.

(1) Asisten Administrasi Umurn membawahi dan mengkoordinasikan :

a. Bagian Humas dan Protokol.
b. Bagian Perlengkapan.
c. Bagian Keuangan.
d. Bagian Umum.

(21 B.agian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Asisten.

Paragraf 1

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Pasal 39

(1) Bagian Humas dan Protokol mernpunyai tugas pokok membantu Asisten
Administrasi Umum dalam men3rusun kebijakan dan petunjuk teknis serta
koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Humas dan Protokol.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Humas dan Protokol rnenyelenggarakan fur:gsi :

a. Perencar'raata pen5rusunan program dan kegiatan kehumasan dan
keprotokolan berdasarkan perencanaan strategis Sekre tariat Daerah.

b. Penyiapan bahan pen3rusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang
kehumasan dan keprotokolan
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c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kehumasan dan keprotokolan.
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bagian Hr*." dan

Protokol
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4O

(1) Bagian Humas dan Protokol membawahi dan rnengkoord"inasikan i
a. Sub Bagian Publikasi;
b. Sub Brgian Dokumentasi .

c. Sub Bagian Keprotokolan;

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian, yang dalam rnelaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Bagian

Paragraf 1.1
Sub Bagian Publikasi

Pasa] 41

(1) Sub Bagian Publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bagran Humas dan Protokol dalam perencanaan, pelaksanaan aan
pengkoordinasian teknis operasional penyiapan bahan pen1rusunan kebijakan
dan pengkoordinasian publikasi

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Publikasi menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan pen5rusunan program dan kegiatan Sub Bagian Publikasi
berdasarkan perencanaan strategis sekretariat Daerah.

b- Penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
publikasi.

c. Pengkoordinasian dalarn penyiapan bahan pelaksanaan kegi atan pada Sub
Bagian Publikasi

d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan sub Bagian publikasi
e. Pelaksariaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 1.2
Sub Bagian Dokumentasi

Pasal 42

(1) Sub Bagian Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bagian Humas dan Protokol dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengkoordinasian teknis operasional penyiapan bahan pen5rusunan kebiljakan
dan pengkoordinasian Dokumentasi

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Sub
Bagian Dokurmentasi menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan penJru$Lrnan prograrn dan kegiatan sub Bagran Dokumentasi
berdasarkan perencanaan strategis sekretariat Daerah.

b. Penyiapan bahan penJrusunan kebijakan pemerintahan d"aerah di bidang
Doktlrnentasi.

c. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bagran Dokumentasi.
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d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan sub Bagian Dokumentasi
e. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 1.3
Sub Bagian Protokol

Pasal 43

(1) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bagian Humas dan Protokol dalarn perencanaan, pelaksanaan dan
pengkoordinasian teknis operasional penyiapan bahan penlrusunan kebijakan
dan pengkoordinasian serta pelaksanaan keprotokolan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan pen5rusunalr program dan kegiatan Sub Bagian protokol
berdasarkan perencanaan strategis sekretariat Daerah.

b- Penyiapan bahan penJrusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
keprotokolan.

c. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bagian Protokol.

d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan sub Bagian protokol
e. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 2
BAGIAN PERLENGKAPAN

Pasal 44

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Asisten
Administrasi Umum dalam penJrusunan kebijakan dan petunjuk teknis serta
koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang p.-engelolaan asset
daerah

Dalam melaksalakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagran Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan perencanaan,
dan penatausahaan barang milik daerah daerah terdasarkan
strategis Sekretariat Daerah.

b. Penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang
perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang per"n-.rraan, pengelolaan dan
penatausahaan barang milik daerah

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bagian perlengkapan
e. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 45
(1) Bagian Perlengkapan membawahi dan mengkoordinasikan :

a. Sub Bagian Perencanaan Barang Milik Daerah
b. Sub Bagian Pengelolaan Barang MiUk Daerah
c. Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya 

^berada 
dibawah dan

bertanggungiawab kepada Kepala Bagian

(1)

t2)

pengelolaan
perencanaan
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(1)

(21

(1)

(21

Paragraf 2.7
Sub Bagian Perencanaan Barang Milik Daerah

Pasal 46

Sub Bagian Perencanaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan
pen]rusunan kebdakan dan pengkoordinasian Perencanaan Barang Milik
Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan penJrusunan program dan kegi atan Sub Bagian Perencanaan
Barang Milik Daerah berdasarkan perenca.naan strategis Sekretariat Daerah.

b. Penyiapan bahan penJrusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
Perencanaan Barang Milik Daerah.

c. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Perencanaan Barang Milik Daerah.

d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Sub Bagian Perencanaan Barang Milik
Daerah

e. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 2.2
Sub Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 47

Sub Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bagian Perlengkapan dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan
dan pengkoordinasian Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana d.imaksud. pad,a ayat (t), Sub
Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan penJrusLlnan program dan kegiatan Sub Bagian Pengelolaan
Barang Milik Daerah berdasarkan perencanaan strategis Sekretariat Daerah.

b. Penyiapan bahan penJrusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Sub Baeian Pengelolaan Barang Milik
Daerah

e. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 2.3
Sub Penaata"usahaan Barang Milik Daerah

Pasal 48

(1) Sub Penaatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan
penjrusunan keb[jakan dan pengkoordinasian Penaatausahaan Barang Milik
Daerah.

2t



(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Penatausahaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsl :

a. Perencanaan pen]rusunan program dan kegiatan sub Bagian
Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan perencanaan strategis
sekretariat daera-h.

b. Penyiapan bahan penJrusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
Penatausahaan Barang Milik Daerah.

c- Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan
Penaatausahaan Barang Milik Daerah.

kegiatan pada Sub

d' Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Sub Bagian Penatausahaan Barang
Milik Daerah

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3
BAGIAIT KEUANGAN

Pasal 49

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi
Umum dalam menJrusun kebijakan dan petunjuk teknis serta koordinasi dan
pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan
keuangan daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan pen)rusunan program dan kegiatan pengelolaan keuangan
daerah berdasarkan perencanaan strategis Sekretariat baerah

b. Penyiapan bahan pen]rusunan kebijakan pemerintahan daerah
pengelolaan keuangan daerah

bidang

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan
daerah

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bagian Keuangan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 5O

(1) Bagian Keuangan membawahi dan mengkoordinasikan :
a. Sub Bagian Anggaran
b. Sub Bagian Perbendaharaafl
c. Sub Bagian Pelaporan

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 3.1
Sub Bagian Anggaran

Pasal 51

(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bagian Keuangan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkooidinasikan
teknis operasional penyiapan bahan pen1rusunan kebijakari Anggaran
Keuangan Daerah.
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(2) Dala:r;r melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a- Perencanaan pen]rusunan program dan kegiatan Sub Bagian Anggaran
berdasarkan perencanaan strategis sekretarix Daerah.

b' Penyiapan bahan pen]rusunan kebdakan pemerintahan daerah di bidang
anggaran.

c- Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bagian Anggaran.

d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Sub Bagian Anggaran
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3,2
Sub Bagian perbendaharaan

Pasa] 52

(1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagiantugas Bagian Keuangan dalam mererrcurrakan, melaksanakan t^r,mengkoordinasikan teknis operasional dan penyiapan bahan pen5rusunankebijakan Perbendaharaan Keuangan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Bagian Perbendaharaan menyelenggarakin fungsi :

pada ayat (1), Sub

a. Perencanaan pen]rusunan program dan kegiatan Sub Bagran
Perbendaharaan berdasarkan perencanaan strategis Sekretariat Daerah.

b' Penyiapan bahan pen]rusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidangperbendaharaan.
c' Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub

Bagian Perbendaharaan.
d. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Sub Bagian perbendaharaan
e- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ataan

Paragraf 3.3
Sub Bagian pelaporan

Pasal 53

(1) lub Bagian Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugasBagran Keuangan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian
teknis operasional dan penyiapan bahan pen5rusunan kebijrk"r, pelaporan
Keuangan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas p-okok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a' PerencarLaan. penJrusunan program dan kegiatan Sub Bagian pelaporan
berdasarkan perenca'aan strategis sekretariat D aerah.

b' Penyiapan dan pengkoordinasian bahan penJrusunan kebijakan pemerintahan
daerah di bidang pelaporan keuangan daerah.

c' Pengkoordinasian dalam penylapall bahan pelaksanaan kegiatan pelaporan
keuangan daerah.

d. Pelaksanaan kegiatan d"an pelaporan Sub Bagian pelaporan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
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(1)

(2)

PasagraI4
BAGIAIT UMUM

Pasal 54

Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi
Umum dalam men5rusun kebijakan dan petunjuk teknis serta koordinasi dan
pelaksanaan penyelenggaraan urusan umufl1 yang meliputi tata usaha dan
santelda, rumah tangga serta keuangan sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Umrrm menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaart pen]rusunan program dan kegiatan urusan urnum berdasarkan
perencanaan strategis Sekretariat Daerah.

b. Penyiapan bahan penjrusunan kebijakan pemerintah daerah dibid.ang tata
usaha, santelda, rumah tangga dan keuangan Sekretariat Daerah

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang tata usaha, santelda,
rumah tangga dan keuangan Sekretariat Daerah

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bagian Umum
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 55

(1) Bagian Umum membawahi dan mengkoordinasikan :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Santelda
b. Sub Bagian Rumah Tangga;
c. Sub Bagisn Keuangan Sekretariat Daerah.

(2\ Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seora11g
Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 4.1
Sub Bagian Tata Usaha dan Santelda

Pasal 56

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Santelda mempunyai tugas pokok pelaksanaan
sebagian tugas Bagian Umum dalam perencanaan, 

- 
pelaksanaan dan

pengkoordinasian teknis operasional dan penylapan bahan penJrusunan
kebijakan Tata usaha sekretariat Daerah dan santelda.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Tata usaha dan santelda menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan pen]rusunan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
dan Saltelda berdasarkan perencanaan straiegis Sekre tariat Daerah.

b. Pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat Daerah.
c- Penyiapan bahan penJrusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang

santelda.
d' Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub

Bagian Tata usaha dan santelda.
e- Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Sub Bagran Tata usaha d,an santeldaf. Pelaksaraa, tugas lain yang diberikan oleh atasan
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(1)

(2)

Paragraf 4.2
Sub Bagian Rumah Tangga

Pasal 57

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagiantugas Bagian Umum dalam merencan-akan, melaksanakan i.r,
mengkoordinasikan teknis operasional dan penyiapan bahan penJrusunankebijakan Rumah Tangga Bupati, \Makil eupati, Sekretaris baerah dan
Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

a. Perenca.naa' penjrusuna.n program dan kegiatan sub Bagran Rumah
Tangga berdasarkan perencanaan strategis se*kretariat Daerah.

b. Penyapan bahan pen]rusLtnan kebijakan Rumah Tangga Bupati, Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah.

c. Pengkoordina,siam dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bagian Rumah Tangga.

d. Pelaksarlaan kegiatan dan pelaporan sub Bagian Rumatr Tangga
e- Pelaksana.r' tugas lain yang diberikan oleh aLsan

Paragraf 4.2
Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Pasal 58

sub Bagian Keuangan sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagran Umum dalam merincanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan ieknis operasional dan penyiapan bahan
penJrusunan kebijakan Keuangan sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai.mana dimaksud pada ayat {1), sub
Bagian Keuangan sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

(1)

(2)

a. Perencanaan pen1rusunan program dan
Daerah berdasarkan perencanaan strategis

b. Penyiapan dan pengkoordinasian bahan
Sekretariat Daerah.

c. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan
keuangan Sekretariat Daerah.

kegiatan Keuangan Sekretariat
Sekretariat Daerah.
pen5rusunan kebijakan Keuangan

pelaksanaan kegiatan pelaporan

d' Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan Sub. Bagran Keuangan
Sekretariat Daerah

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

BAB IV
I(ETEITTUAN PEIIUTUP

Pasal 59

Rincian tugas masing*masing. unsur organisasi pada pemangku jabatan dilingku.ngan sekretariat Daerah ditetapkL lebih lanjui denlan Keputusan
Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito SelatanNomor 23 Tahun 2oo8 tentang Pinjabaran T\rgas Pokok dan 
-Fungsi 

SekretariatDaerah Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintafrUn p.rrgrrrraangan peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah raiu{aten giito Selatan.

2014

AN

Diundangkan
Pada tanggal

Buntok.
lt.brul.'ri 2414.

di
.1

RIS DAERAH
RITO SELATAN,

t

tvl;-ry

TIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARTO SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 4

di Buntok.
t::u"r'/

.6*Lre

b*
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